GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan
RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang

| Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Renstra

Perangkat Daerah perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat ...
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Mengingat

Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
Nomor 027);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1 ...



Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra PD
Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 3 (tiga) tahun.

(2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistimatika sebagai berikut :
a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

c. BABIII Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

d. BABIV Tujuan dan Sasaran;

e. BABV Strategi dan Arah Kebijakan,;

f. BABVI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta

Pendanaan;
g. BAB VIl Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan; dan
h. BAB VIII Penutup.
(3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan
dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Renstra PD.

(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan
bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

selanjutnya.

Pasal 4 ...



Pasal 4
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra
PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Anggaran Perangkat Daerah
selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun, sebagai

masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2.5 Jun 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

o

P, s

AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 25 lun) 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Paraf Hierarki

Pengundangan Penetapan "
Asisten Pemerintahan dan Kesra /e,_ Sekretaris Daerah )
Kabag Peraturan Perundang- [L Asisten Pemerintahan dan
Undangan Kabupaten/Kota Kesra /@
Perancang Peraturan Perundang- ‘4 Kabag Peraturan Perundang- u
Undangan Ahli Muda Undangan Kabupaten /Kota




LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026



BAB1I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam

penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-
2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan

terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi
NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi
tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat

Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11.

12,

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun



2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117); '

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024=2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan
Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD
Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan Bidang Anggaran.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima
tahun.




1.1 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun

2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Keuangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi
Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Anggaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
Drs. BENHARD MENOH, MT

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720512 199101 1 001

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Pit. Kepala Bapperida Sekretaris Daerah

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang

undangan Kabupaten/Kota

=N




LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024<2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri
secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah
dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu
memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan
dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia
secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah
Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk
menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah
satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara
nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada
Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi
pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-




2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan
perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik
ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra
Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi
tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis.
Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu
penyusunan Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi

Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi NTT
Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa



Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011); .

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu
strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat
daerah sebagai penjabaran dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan
kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan serta Riset dan Inovasi Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu
sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung
Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan



tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

dan Inovasi Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Bab

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi
NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
NTT dalam lima tahun mendatang.



Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana  Strategis Perubahan Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit

Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam

penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya

Bidang Perencanaan Pembangunan serta Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2024
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya
adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.
Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen
perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen

RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu
amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor



7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis

Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan
Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen

Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu
penyusunan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi NTT menjadi
acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik

evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

13.

13.

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang




Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);

24 .Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggarai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

26.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0117);

27.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap
Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi

Pamong Praja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan
sesuai dengan urusan kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

dan Pengembangan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok




dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi NTT Tahun
2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong
Praja Daerah Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah,
sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta Program
Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga,
telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi

Pamong Praja Daerah Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan



Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan
bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan
kinerjanya khususnya Bidang Satuan Polisi Pamong Praja aparatur di Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Kupang, 2024

PLT. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Ir. YOHANES OKTOVIUS, MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

—

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

PIt. Kepala Bappenda Sekretaris Daérah

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang

undangan Kabupaten/Kota

‘F-;?""“;




LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1LATAR BELAKANG
Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan

menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan
masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam

penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan




Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah
dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun
2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap

Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan
Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD
Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan
ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu
tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan
pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat
Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

11.

12.

4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757); '

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);



22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0011);

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0117);

27.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang
mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran
dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral.



Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan

perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

Bab IIl Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan

Penentuan Isu-isu Strategis.




;
i
| Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT.
|
|
|

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

| Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

‘ Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara

| langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara

Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman
dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam
pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB I

PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan
masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu S (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam

penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana



Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah
dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap

Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki keterkaitan
dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah
sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala
Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD
Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki kedudukan dan
fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang
disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra
Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan
evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Perhubungan
Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran



10.

11.

12

13.

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah,;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah



14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0011);

24, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0117);

27.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari

RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Perhubungan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa

Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:




1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan

dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas

Perhubungan Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan

Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas




Perhubungan Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Perhubungan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja

dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi
Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024
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g BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi
Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan

terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah
sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan
Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD
Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra
Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama
kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian
dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);




24.

25.

26.

27,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima
tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan



3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi
NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.



Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
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| BAB VIII
| PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai
pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan
serta dalam pelaporan Kkinerjanya khususnya Bidang Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, Juni 2024

KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP. MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680512 199503 2 003

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

g—

‘ AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI
Plt. Kepala Bapperida ﬂ Sekretaris Daerah &
Sekretaris Bapperida v Asisten Pemerintahan dan Kesra /4
Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang - r‘
"{ undangan Kabupaten/Kota




LAMPIRAN XI

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu
kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa
Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka

menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu
amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Tahun 2024-2026.



Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis

Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi
tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan
Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen

Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu
penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat
Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,




10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10),




17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0117);

oo

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nompr .. tentang Perubahan terhadap

Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7fahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan
kewenangan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara
Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan
dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan
sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Provinsi Nusa Tenggara Timur




Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah,
sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta Program
Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga,
telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun
mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.




BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan
acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan
kinerjanya khususnya Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

| Kupang, 2024

‘ Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

JOAZ BILY OEMBOE WANDA, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 1970005300 199801 1 005

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AhgerBan’

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida Sekretaris Daerah (\

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra /e

Kepala Bidang PPEPD

ki

Kabag Peraturan Perundang - m
undangan Kabupaten/Kota




BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan

acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Kupang, 2024

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

JOAZ BILY OEMBOE WANDA, SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 1970005300 199801 1 005

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

i

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI

PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida

Sekretaris Daerah

P

Sekretaris Bapperida

Asisten Pemerintahan dan Kesra /e

Kepala Bidang PPEPD

Kabag Peraturan Perundang - tL
undangan Kabupaten/Kota




LAMPIRAN XXI
) PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
| PETERNAKAN PROVINSI NUSA
| TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang



Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,
dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Peternakan Provinsi NTT memiliki keterkaitan
dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi,
Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT memiliki kedudukan dan
fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi NTT yang
disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan
Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT menjadi acuan dalam
pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi

Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Peternakan
Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan




15.

16.

|y 48

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah




Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

24, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari
RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang peternakan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa
Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan




3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara

Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan
dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2024-2026
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Peternakan Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Peternakan Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan

Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Peternakan Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Peternakan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.




BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi
Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
Ir. YOHANES OKTOVIANUS,MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

g o

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida Sekretaris Daerah

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang -

undangan Kabupaten/Kota

-




BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Peternakan Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi

Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
Ir. YOHANES OKTOVIANUS,.MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19661029 199403 1 007

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

o el

AYODHIA G. L. KALAKE
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya
adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.
Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen
perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen
RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana
salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT memiliki keterkaitan
dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi
NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen

Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT memiliki kedudukan dan
fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT yang disusun setiap tahun
selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan

pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);



24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap
Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan
sesuai dengan urusan kewenangan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa
Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana; dan



3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun
waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT Tahun 2024-2026
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Daerah Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah,
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta Program
Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga,
telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan




Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

BAB VIII
PENUTUP



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat
Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi
dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya
Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan
masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu
5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam

penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana



Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah
dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan
dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Sosial Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas
dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat
Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Sosial Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi
yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi NTT yang disusun setiap tahun
selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Sosial
Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan
pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat

Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Sosial Provinsi
NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



16.

17,

18.

19,

20.

21

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang




26.

27,

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran

kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai

dengan urusan kewenangan bidang Sosial.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara
Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Sosial; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BabI Pendahuluan



Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial
Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Daerah Provinsi Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial
Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Sosial Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah

dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi

| dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan Kkinerjanya

khususnya Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

| TTD

JOAZ B. OE. WANDA, SP 7
PEMBINA TINGKAT I o
NIP. 197005301998031005

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

il g

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida Sekretaris Daerah

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang -

undangan Kabupaten/Kota




LAMPIRAN XII

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu
kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa
Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka

menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu
amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2024-2026.



Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana Strateggis

Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan
Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain
itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah,

baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);




17.

18.

19.

20.

21.

24.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap

Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan
sesuai dengan urusan kewenangan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara
Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan
dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BabI Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan
sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi NTT.



Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah,
sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta Program
Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga,
telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun
mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan
bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya

khususnya Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PEMBERDAYAAN MASYAARAKAT DAN
DESA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan
masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah



dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun
2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap

Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi
perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah
Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra
Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama
kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan
evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11.

14

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima
tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT
Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara

Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman
dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam
pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024
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LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya
adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.
Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen
perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen
RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana
salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi



Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis
Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan
dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas
dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah
Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki kedudukan dan
fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap
tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan
Inspektorat Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja
Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);



10.

11

12.

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang



26.

27.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap
Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat

daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,

permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan
urusan kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun
waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Daerah Provinsi NTT

Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



Babl Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah
Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah,
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat
Daerah Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat
Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi
dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya

Bidang Inspektorat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

STEFANUS F. HALLA, S.T, M.M, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730105 200012 1 004

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

5 sl

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI
Plt. Kepala Bapperida M Sekretaris Daerah (V
Sekretaris Bapperida v Asisten Pemerintahan dan Kesra /4‘
Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang-
undangan Kabupaten/Kota




LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu
5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana
salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi




Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi NTT
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah
Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat

Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



16.

14

18.

19.

20.

21

22,

23.

24.

25.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang



Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 0117);
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidian
dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan
sesuai dengan urusan kewenangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah
tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah,
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan
bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan
kinerjanya khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Kupang, 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

AMBROSIUS KODO, S.SOS, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710220 199503 1 002

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

T

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida Sekretaris Daerah

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Peraturan Perundang -

Kepala Bidang PPEPD
Undangan Kabupaten/Kota




LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu
kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa
Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka

menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana salah satu
amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024-
2026.



Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis

Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan
dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Penyusunan Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi NTT mengacu pada tugas dan
fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah
Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi
yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi NTT yang disusun setiap
tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan
Sekretariat DPRD Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Sekretariat DPRD Provinsi
NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,




10.

11.
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13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);



17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9




Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap
Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan
kewenangan bidang Sekretariat DPRD.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara
Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara
Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Sekretariat DPRD; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu
lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan
sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi
NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah,



sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta Program
Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga,
telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD
Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Sekretariat DPRD Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun
mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi

Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Sekretariat DPRD di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024
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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
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LAMPIRAN XX

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam

penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,




dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi
perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah
Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen

Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra
Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama
kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran




10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);



24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima
tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan Kkegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa
Tenggara Timur; dan



3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman

dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta

dalam pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024
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LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala
Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD
Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada

Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan
dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran




10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

22,

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun



25.

26.

27.

2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan

Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran

dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan Bidang Anggaran.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Badan Pendapatan dan Aset Daerah
yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.



1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan dan Aset

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

BabV

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan

acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam

pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Pendapatan dan Aset Daerah di Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2024

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
Drs. DOMINIKUS D. PAYONG, MA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720515 199201 1 001

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

e

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI
Plt. Kepala Bapperida ”/ Sekretaris Daerah k-'
Sekretaris Bapperida mww Asisten Pemerintahan dan Kesra /@
Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang -
4{ undangan Kabupaten/Kota a




LAMPIRAN XXXV

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
RSUD PROF DR. W. Z. JOHANNES
KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis RSUD Prof DR. W. Z. Johannes
Kupang Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Prof DR. W. Z. Johannes Kupang
mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen

Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Prof DR. W. Z.
Johannes Kupang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain
itu penyusunan Renstra Perubahan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang menjadi
acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik

evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis RSUD Prof DR. W. Z.
Johannes Kupang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun



25.

26.

27,

2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSUD Prof DR.

W. Z. Johannes Kupang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat

daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran Kkinerja,

permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Perubahan sesuai

dengan urusan kewenangan Bidang Kesehatan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes
Kupang yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan Kkegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang
yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.



1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang Tahun

2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan RSUD
Prof DR. W. Z. Johannes Kupang.

Bab II Gambaran Pelayanan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis RSUD Prof DR. W. Z. Johannes
Kupang
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Prof
DR. W. Z. Johannes Kupang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes
Kupang Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat
Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan
kinerjanya khususnya RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang.

Kupang, Juni 2024
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KUPANG
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Demikian Rencana Strategis Perubahan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes

Kupang Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat
Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Urusan RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi NTT di
Jakarta Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Penghubung Provinsi NTT
di Jakarta mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah
Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung
Provinsi NTT di Jakarta yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan Penghubung Provinsi NTT di
Jakarta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada
Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung
Provinsi NTT di Jakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




15.

16.

17.

18.

19.

20.
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22.

23.

24,

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun



25.

26.

4

2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan
Penghubung Provinsi NTT di Jakarta adalah menyediakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran

kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD Perubahan sesuai

dengan urusan kewenangan Bidang Pengelola Perbatasan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Penghubung Provinsi NTT di
Jakarta yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta; dan
Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.



1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Penghubung Provinsi NTT
di Jakarta
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.




BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Penghubung Provinsi NTT di

Jakarta Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat

Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan
kinerjanya khususnya Bidang Penghubung Provinsi NTT di Jakarta,

Kupang, Juni 2024

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
HENDRI DONALD L. IZAAC, S.Sos, M.Si

PENATA TINGKAT I
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan

terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengelola Perbatasan
Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala
Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD
Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga
tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengelola Perbatasan
Daerah NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada

Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola
Perbatasan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11,

12

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun




25.

26.

ol

2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan

Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran

dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan Bidang Pengelola
Perbatasan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan Kkegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun
waktu lima tahun.




1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Pengelola Perbatasan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan
acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam
pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Pengelola Perbatasan Daerah di Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2024

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
Ir. MAXY E. Y. NENABU, MT

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680326 199703 1 005

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ay’

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida Sekretaris Daerah

-

R

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra /Q
Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang - u‘
undangan Kabupaten/Kota




LAMPIRAN XXXII

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan deﬁgan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan

terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah
sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan
Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD
Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra
Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama
kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Daerah NTT menjadi acuan dalam pengendalian
dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran



10.

s 9

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114j);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);



24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima
tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan Bidang
Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan Kkegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan



3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman

dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta

dalam pelaporan kinerjanya khususnya Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
Ir. CORNELIS WADU, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650514 199703 1 006

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
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AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI

PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida
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Sekretaris Bapperida
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LAMPIRAN XXXI

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah
Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada

Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun



25.

26.

ar.

2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran

dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun
waktu lima tahun.



1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT

Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara
Timur.



Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan
acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam
pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

BAB VIII
PENUTUP
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LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan
masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana



Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah
dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional,
provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan
Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD
Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi
NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra
Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT yang disusun setiap tahun
selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT menjadi acuan dalam
pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi

Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran



10.

11.

12,

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0011);



24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD
Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
dan




dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

BAB VIII



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai
pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan
serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT
NIP. 19710428 199903 1 008

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

e

am—

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida Sekretaris Daerah

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Peraturan Perundang -
undangan Kabupaten/Kota

Kepala Bidang PPEPD

=N

=lF



LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan
masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu
5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana



Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah
dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan
dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengacu pada tugas
dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat
Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki kedudukan dan
fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang disusun
setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan
Dinas Kesehatan Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



10.

11

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



16.

i

18.

19.

20.

21.

ol

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang



26.

£

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran

kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai

dengan urusan kewenangan bidang kesehatan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa

Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2]

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Kesehatan; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan
dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024-2026
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan
Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas’
Kesehatan Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi
Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan
kinerjanya khususnya bidang kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Drg. IEN ADRIANY, M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710818200003007

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

—

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra

=%~

Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang -

undangan Kabupaten/Kota

Plt. Kepala Bapperida % Sekretaris Daerah
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LAMPIRAN XXII

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2024-2026




BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu
5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana
salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi




Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah
Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada

Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang




Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
| 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
‘ Nomor 0117);
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima
tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang
Perindustrian dan Perdagangan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:




Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.




BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan

acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam

pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
Drs. GABRIEL PAKAENONI, M.Si

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196803241989031006

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
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AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI

PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida

Sekretaris Daerah

Sekretaris Bapperida

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bidang PPEPD

Kabag Peraturan Perundang —
undangan Kabupaten/Kota
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LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya
adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.
Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen
perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen
RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana
salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi



Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah
sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala
Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi,
dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan
ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga
tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan

pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara



10.

1k

12.

13.

14.

15.

Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia



16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang



26.

27.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap
Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang
mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD
Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa

Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah
tahunan dalam kurun waktu lima tahun.




1.1 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah
Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah,
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas

: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT dalam lima tahun

mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.




BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman
dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam
pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
DRS. ADY ENDEZON MANDALA, M.SI

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700123 1999 1 002

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

—
AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida Sekretaris Daerah

Sekretaris Bapperida Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Peraturan Perundang -

Kepala Bidang PPEPD
undangan Kabupaten/Kota

=




BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu S (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

~Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan

terhadap Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi,
Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat

Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara'Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun



2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari
RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Kelautan dan
Perikanan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara
Timur; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi



Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun
2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

BabV

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kégiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan

acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam

pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Nusa

Tenggara Timur

Kupang, 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
IR.AGUSTINUS BULU

PEMBINA TINGKAT I
NIP.196809151995031004

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

—
AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI
Plt. Kepala Bapperida ” Sekretaris Daerah (\_
Sekretaris Bapperida o Asisten Pemerintahan dan Kesra /L
Kepala Bidang PPEPD Kabag Peraturan Perundang - ‘L
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LAMPIRAN XVIII

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah

menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,




dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi,
Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga
tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11,

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaré Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011




Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT

Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan
acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam
pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Kearsipan dan Perpustakaan di Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024
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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026




BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan
masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan DokBumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana



Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah
dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi NTT memiliki keterkaitan
dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT
mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas
dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen

Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT memiliki kedudukan dan
fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi NTT yang
disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra
Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan
evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun

evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Sekretariat Daerah
Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



10.

11

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




15.

16.

17.

18.

19,

20.

2%.

22.

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun




2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
| tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari
RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Sekretariat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Sekretariat Daerah; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan
dalam kurun waktu lima tahun.



1.1 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat
Daerah Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi
Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan
kinerjanya khususnya Bidang Sekretariat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
KOSMAS D. LANA

PEMBINA UTAMA
NIP. 196509271990111004

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

oo’

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI
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Sekretaris Bapperida Y Asisten Pemerintahan dan Kesra /{
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LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR.Z{TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mé.mpu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu S5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat
nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan
fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah
Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen

Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis.
Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu
penyusunan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan



14.

14,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa



Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

24, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara
Timur adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu
strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat
daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan
kewenangan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai
berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan



tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen

perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
dalam lima tahun mendatang.



Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini

dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan

rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya Bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Nusa Tenggara

Timur

Kupang, 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

SAMUEL HALUNDAKA, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660226 199903 1 002

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

il i

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI

PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida

Sekretaris Daerah

Sekretaris Bapperida

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bidang PPEPD

mkls

Kabag Peraturan Perundang -
undangan Kabupaten/Kota
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa
depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya
adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.
Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen
perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen
RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dimana
salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024-2026.



Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah
Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu
penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT menjadi
acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik

evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



10.

148

12.

13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik



17.

18.

19.

20.

2%,

22,

23.

24,

25.

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008
Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;



26.

27.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan terhadap
Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan

sesuai dengan urusan kewenangan bidang Kepemudaan dan olahraga.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa
Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam
kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun
2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BabI Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi NTT.



Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah,
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam
lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan

bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan

kinerjanya khususnya Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Nusa Tenggara

Timur

Kupang, 2024

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
SAMUEL HALUNDAKA,S.IP,M.SI
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PARAF HIERARKI

Plt. Kepala Bapperida
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LAMPIRAN XXIV

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau
mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola
potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan
masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dan telah



dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana
Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil = Provinsi NTT
memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan
Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD
Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan
ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil  Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu
tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja

Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata  Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran



10.

1.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan




15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); ‘
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri meor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 0011);



24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017-2037;

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0117);

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima
tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai
penjabaran dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur
Nusa Tenggara Timur;

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil = Provinsi Nusa Tenggara Timur;
dan



3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. |

Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat
daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan
acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam
pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD
VIKTORIUS MANEK, S.Sos, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19691008 199503 1 006

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
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AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI PARAF HIERARKI
Plt. Kepala Bapperida ﬁ’ Sekretaris Daerah (‘~
Sekretaris Bapperida o Asisten Pemerintahan dan Kesra /6
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LAMPIRAN XV

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku Kkepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,




G

dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strateggis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi,
Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,
Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi NTT menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada

Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencata Strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
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12,

13.

14.

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

23.

24.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun



25.

26.

27,

2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang
mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran

dari RPJMD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Komunikasi
dan Informatika.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara
Timur; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi



Nusa Tenggara Timur yang merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan Daerah, telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam lima tahun
mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara
Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan

acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam

pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Kupang, 2024
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,



dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun
2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT memiliki
keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah
Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan
memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi, dan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi NTT yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun.
Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Daerah NTT menjadi
acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik

evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);




10.

L1.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



15.

16.

LY.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011




25.

26.

27.

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah menyediakan

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran

dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan Bidang Kepegawaian.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

3)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah; dan

Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun
waktu lima tahun.



1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Tahun
2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah
dalam lima tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Bab VII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan
acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam
pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Kepegawaian di Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Kupang, Juni 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
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NIP. 19700629 199903 1 005
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LAMPIRAN XXX

PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026



BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan
menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara
berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi
atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan
mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan
kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu
amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada
Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023,
sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan
diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir
Tahun 2023 dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026,




dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka perlu untuk dilakukan perubahan
terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi NTT memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat
nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan
fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah
Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah, Perubahan RPD Provinsi, dan memperhatikan Renstra
Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Dokumen

Perencanaan Lainnya.

Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi NTT memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan
Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT yang disusun
setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu penyusunan Renstra
Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah NTT menjadi acuan
dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik

evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026
adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6810);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);




14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

“,

22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah



24.

25.

26.

27.

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017
tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017-2037;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor .. tentang Perubahan
terhadap Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun
waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah
sebagai penjabaran dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

1)

2)

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi
Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Menyediakan tolok ukur Kkinerja pelaksanaan program dan kegiatan
perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan




3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah
tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.1 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Perubahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Daerah Provinsi NTT.

Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
perangkat daerah.

Bab III Permasalahaan dan Isu-Isu Strategis Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Tujuan dan Sasaran serta
Program  Prioritas Pembangunan  Daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi dan
kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT dalam
lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif.




BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat,
sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan
rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Sumber

Daya Manusia Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Juni 2024
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